BAB II

S1ISTEM PEMERINTAHAN ISLAM

A. Dasar-dasar Pemerintahan Islamnm

Sebelum xita membahas lebin jauh tentang sistem
pemerintanan Islam, terlebih dahulu kita membahag

tentang dasar-dasar pemerintanan menurut Islam,

Ppof. DR. M. Yusuf lMusa menjelaskan dalaw. buku-
nya yang berjuaul " Politik Dan Negara Dalam lIslam "
behwa, ada tiga daasar yang mesti dalam pemerintahan

Islam, yaitu :

1. Musyawarah
\ Musyawarah ( shura ) adalah salah satu sendi
keimanan dan sifat kaum muslimin. Dalam A Al=Qur'an
terdapat satu surat yang bernama " As-Shura " , surat
.mana telan menetapkan banwa Shura itu adalah salah

satu unsur orang yang beriman. ( A. Hasjmy, 1984 : 88).

Allah telah mewajibkan kepada Rasul-Nya supaya
bermusyawarah dengan kaum musliman, sebagaimana dalam
Firman~-Nya : S .
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Artinyas: " lNuka disebabkan rahnst dari Allah-lah sawu
perloku leman lewbut ternadapy merena. SekKiranya Kalu
versikap keras la,l bernatli kasar, tentulah merexKs
wengaunsan airi dseri sekelilingwu. Karenus itu ma'afkan

iah werehksa, wonundanlah awpun bagil mereka, dan bermusya

warsnlan dengan weresa dalaw urusan itu. Kewudian apa-

bila Kanw telah mewbulatian tedad, maka vertawakkal
lan kepaua Aliah, Sesungguhtya Aliah wenyuxail Orang=-
orang yang vertawashal kepa@asihya ¥ ( DSPAG RI, '~ 3989

103 )

A,nt tersebut merupakan dasar pendirian dan
pen;udunan bata yang pe-tema didalaunya, semudian
memilin seypada Bogare gan pejzbat=gejabat yang
bertang ungfjawan” ( ulil amri ) dan berakaid denzan
hal-hal gan, bersang«utan dengan Jerundang-undangan

dan perkara-perkara eksekutif beruasarsan perumusyawara

tan kaua husliinin, bain yang diwujudssn secara
langsun, atau dengsn caras wewilia para wakid ranyat
didslaw suati, pemilihan yang benar ( Abul A'ia Al-

fauduai, 1995 6 ),

P. Pewerintunan yang adil

Islaw wenberikan ajaran hepada pewerintshan, se
J8s dari Lepals negars sampal xkepada pegawali-pegawal

yan, terendah, haruslan beriaku adil dalaw menjalankan

tugas-tLg,as penerintahan atau melakukan' tugas-tugas
pewerintsusn, keaailan haruslan wengadi pegangan

neresa daiaw segala lial dan waxblu. Rakyat narus diper-

iabddan geng an adii ( A. Hasjuy, 1984 ¢ 85 ).
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Hai oreang-orang yang beriman, hendaklan kamu Jadi
orang-orang yang selalu menegakkan ( kebenaran )karena
Allah, menj jadi @sksil dengan adil. Dan janganlah sekali
kali kebencisimu ternadeap sesualu Laum, mendorong
kamu untuk tidak berlaku adil. bsrlaku adillahb ,
karens adil itu lebin dekal kepada taqwa. Dan bertagwa
lau kepade Alleh, sesunggubnya Allah Maha  Mengetahui
apa yang kawu kerjgakan" ( DEPAG RI,- 18459 :°159 ).
Agawma Islem mempunyai pendangan nukum yang luas
ia tidak hanya memikulkan KXewa,iban kepade satu pihak
dengan wemanjaskan pinak yang lain atas Dnak-haknya.
Tetapli antara naKk dan Kewajiban sana-saua ditegekkan
diatas hag-hak masing-masing dan bertanggung Jjawab ate
as kewajibannya. Itulah anlars itain sistem keadilan
susiai, yang meliputi : Keadilan ternadap diri

sendiri, ternadap orang lain bLaik Lawanaluya, atusan

waupun teman seanggots dalaw masyargkal, serie kKeadil-

an lernadep Keluarga, dan Kemanusiaan seluruanya
dalam sxulag bidang ini termasyk bidang ihsan atau
birr ( sKewanusiaan yang tinggi ) ( Jawsluddin gafie

1943 : 77 ).

Sebagaimana dengan tepat orang cdahulu mengata -



kan, seadilan adalah asas pemerintahan, Semua sgams

dan syari'at Ilahi serta Undang-undang duniawi Dberpe-

r'ahl

dewlxlan., Akan tetapl Keadilan dalam Islam

bersiitat mutlak lagi menyelurun, Olea sevab itu, Islam

mewa jibkan pengeretapannys ternsdap Kaum ‘muslimin
maugun non muslim, tewan atau lawan. Keadilan yang
aitegak«an olen sistem pemerintahan Islauw dan

digandang

sebagai galan satu dasarnya yang Kuat adalah

-~

keadilan yang utama bagl sewua orang, walaupun berbeda

ban

goa Jdan sgawa, ia merupakan keadilan dan Kkekuasaan,

Sebalikaya Juga (idak terpengarun oleh rasa

luencL

Yaoul

Allal dan wwat delaw wengurus umal adaian

atau permusunan atau lastor apapun ( Munauwad
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Salah seorang dari keaua wanita itu berkata : “' Ya
bapakku ambillah ia sebagal orang yang bekarja_ \ pada
kita ), karena Sesungguhnya orang yang paling baik ya-
ng kamu ambil untuk bekerja ( pada kita ) islah oFang
yang kuat lagi dapat dipercaya, ( Al-Qur'an ; 28 ; 26)
Ayat tersebut menunjukkan bahwa Isalam menyu-
rubh memilin orang yang punya Kemampuan dan awanah
8esual dengan tuﬁtutanr;ugasnya. Misalnya untuk koman-
dan perang, wajib didahulukan orang yang perkasa, dari
pada orang jujur tetapi lemwah. Dalam urusan keuangan
dan sewacamnya wajib diutamakan Kejujuran dari pada

kekuatan fisik, dan begitulan seterusnya.

B. Tujuan Pemerintahan Islam

Tujuan pewmerintanau Islam dapat kita lihat dari

dari karaxter dan ajaran Islam itu sendiri, maksudnya

adalah seslurun Upaya dan geraknya harus didasarkan
teori, pemikiran, kaidah aknlaq dan perilaku yang .
sesual dengan jiwa dan karakter Islam, maka tujuan

pokok dari pemerintahan Islam adalah untuk menyiadak-
an suatu kerangka dasar politik bagi persatuan dan

kerjasama umat:islam.
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Dan berpeganglan kamu semuanya kepada tali ( agama )
Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah
akan ni'mat Allau kepadamu ketika kamu dahulu ( masa
Jahiliyah ) bermusuh-~wmusubap, maka Allah menjinakkan -
antars natimu, lalu menjadilah kamu xarena & _.-ini'mat
Allah orang-orang yang bersaudara; dan kamu telahn
berada ditepi jurang neraks Lalu Allah menyelamatkan
kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayate
ayat Nya xepadamu, agar kamu mendapat petunjuk, ( Al-
Qur'am 23 105 ).
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Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan uamat yang
meNyerul Lepaua kebajikan, wmenyerun Kepada yang ma'ruf

dan mencegah dari yang mungkar, mereks.ifulsh orange
orang yang oeruntung. ( Al-Qur'an : 3 : 104 ).

Kedua ayat diatas mewberikan peunjelasan, bahwa

pemerintahan Islam bukanlah merupakan tujuan,mselainkan

hanya suatu alat belska. Yang menjadi tujuan adalah
pertumbuhan umat manusia yang membela persamaan dan
keadilan, menyuruh orang berbuat baik dan melarang

orang berbuat jahat, atau lebih tepat dikatakan umat



manuslia yang bekerja untuk menciptakaen dan mewelinara
keadaan~Keadaan sosial Yang memberi kemungkinan sepa-
nyak-banyaknya kepada manugia untuk hidup, baik moril
maupun fisik, sesuai dengan huxum alawizh dari Allah,

yaitu lslaw..( Saliw Azzam, 1983 : 74 ) e

Untuxk lebin lengkapnya tentaug tujuan pewerin-
tahan lslam, maka penulis mengamoil pendapat aari
Prof. DR. M. Yusuf Musa dalam bukunya yang ber judul
" Politik dan Negara dalam lslam ", bahwa ade 3po=-

KOK tujuan pemerintahan Islam :

1. Memberikan pen jelasan keagamaan yang benar dan
menghllangkan Keragu-raguan terhaaap hakekat JIslam
kepada selurun Wanusia, mengajak manusia Kepada
islaw dengan kasih Sayang, melindungi seorang dari
tindakan golongan anti agama dan agresor serta
lWembela syari'at ternadap seseorang Yang liggin

wmelanggar uawkumnya,

2. Mengupayakan Segala segala cara untuk wen jaga
persatuan umat dan saling tolong menolong sesana
wereka, mewmperbanyak sarana kehidupan yang baik

dagi setiap warga umat, sehingga selurun umat dapat

menjadi laksana bangunan yang Kkokoh,

3. Melindungi tanan air dari setiap agresi dan selurun
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Wargu negara dari keazaliman, sedurhakaan dan
tivani, -wewmperlakusan mereka seluruhnya saua
: g _
dalow memisul  kewajiban dan memperoleh hak ‘3
tatiya adanys perbedaan aantara Amir dan racyat,

~at duan lemah, lawanddan wawsan,

C. zeits,1an Kekuasaan negara wmenurut Islam

eletall KLY wenbanas dasaf dan Lugjuan
pemerintandy diaky timbul¥ aalam pikiran xita
rertunain Bage iuana sisten pewerinfanan Islam
dan dpdkan 43dal:unya Juga aua pembagiah KeKUasaan

negrrs SeUerta layaknya beverapa cisten | pemérintahan

Fully aity UERATEH .

RerdaS8rian sejaran Islau dan Keuyataan sejarsh
mass Abdul kadir Audah, sorjada hukuw'dan politiaus
renawaan newba g AeRdaSaan negara e dalam

Jiwa binang, artinys " lina kekusasasn "y yaitu

1. Sultnah Tanfidz‘iyah (tekuasasn penyelenggara Undang
undang ).

2. JSultuah Tasyri'iyah ( Kkesuassan pembuat UU ).

5. Saltnau Qadla'iyan ( Kekuasaan kehakiman ).

4. Sulthah Maliyah ( kekussaun keuangan ).
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2. Sultanh Muwaragabah wa Taqwim ( kekuasaan pengawasan

masyarakat ),

Selain itu dalam s8e jarah pertumbuhan dan periem-
bangan negara dan pewerintahan Islam, didapati beberapa

badan dan lembaga dalam bidang kekuasaan eKsegkutirf, yang

dibentuk cleh kholifan berdasarkan kebutuhan waktu dan
keadaan,
Dr., Hasan Ibrahim Hasan guru besar sejarah Islam

dan ketua jurusan sejarah pada Universitas Kairo mencatat
ada lima buah organisasi ( badan ) pemerintahan dalam

negara islam, yaitu :

1. Organisasi politik yailg mencakup instansi-instansi Jaba
tan kepala negara, kementrian, sekretariat negara, dan
Jabatan dan pejabatnya kira-kira nawpir serupa dengan-
Sekretlaris negara dewasa ini.

2. Organisasi tata usahs negara, yang mencakup urusan peue
rintanan daeran, dewan-dewan negara, seerti dewan uruy-
san pajak, dan urusan pPersuratan, dewan khatim (rurasan
arsip negara ), dewan urusan pos dan dewan urusan po-
lisi,

3. Organisasi keuangan yang mencakup urusan baitul maal,se

perti uang masuk dan. uang keluar, segala macam Sumber

uang negara, urusan tanan dan sebagainya,

4. Organisasi bértahanan, yang mencakup urusan ketentraman



kebentengan, persenjataan, dan lain-lain,

5. Organisasi kehakiman, yang mencakup bidang-bidang peng=-
adilan, kejaksaan, pengadilan banding ( madlalim ) dan
hisbah, yaitu suatu badan yang tugasnya berusaha supaya
tidak terjadi kejahatan dan sifat pekerjaannya preven-
tif, antara lain dengan dakwah ( menyuruh ma'ruf dan

mencegah mungkar ).

Seperti yang telah diuraikan diatas, bahwa organisa
s8i politik, organisasi tata usaha negara dan organisai per
tahanan semuanya termasuk dalam bidang kekuasaan ekse-
kutif, Sedang organisssi Keuangan dan organisasi kehaki
man termasuk dalam bidang kekuasaan Keuangan dan Kekuasaan

yudikatif, ( A, Hasjmi, 19B4 : 239 ).

Selain dari pada itu dalam negara lIslam dikenal ig-

tilah " wizarah ", Menurut Ibnu Khaldun wizarah adalah in
duk kekuasaan dan induk Jabatan pemerintahan, Hal ini da-
pat disamakan dengan jabatan sekarang adalah " kabinet " |,

Sedangkan yang mengepalai wizarah disebut " wazir ", yang
sekarang dapat disamakan dengan " perdana menteri ", atau
menieri pertama. Dan wazir ini adalah tangan kanan Kha-

Abu Hasan Al-Mawardi mengupas masalah wizarah ~ _ini
dalam kitabnya Al-Ahkam As-Sulthaniyah, beliau membagi wi-

zarah dalam dua bentuk :



1.

Wizarah Tafwidh

Yaitu pengangkatan wazir ocleh imam dengan diberi hakdan
tanggung Jjawab penuh dalam pengurus urusan-urusan nega=
ra. Tidak ada hal-hal yang mencegah bolehnya wizarah Ta
widh ini, Allah Ta'ala berfirman yang 1isinya umencerita

kan Nabi Nya Musa as, dengan Saudaranya Harun :

~Lilehoadt Sl e Jolin tiio Jse!s

l"
\-—QJ*'hJF‘Li;;.J,
Dan jadikanlah untukku Seorang pembantu dari keluargaku
( yaitu ) Harun, saudaraku, Teguhkanlah dengan dia keku
atanku, dan jadikanlah dia sekutu dalam utusanku. ( Al-
Qur'an, 20 : 29-32 ).

Apabila hal tersebut dalam masalah kenabian diperboleh
kan, maka dalam masalah imamah lebih boleh, Karena tu-
8a s imam itu mengatur negara tidak sanggup dilaksanakan
sendiri selurunnya, sehingga memerlukan bantuan, dan =
bantuan wazir yang bersekutu dengan imam dalam pentab-
diran negara, .rebih.sehat dari pada melaksanakan uru-
san sendirian, sehingga dengan demikian imam meringan-

kan beban sendiri dan lebih besar kKemungkinan terhindar

dari kegagalan. ( Abu Hasan Al-Mawardi, 1973 : 22 ),

Ada dua hal yang membedakan antara wizarah tafwidh dan

imamah,

- Hal yang khusus dengan wazir, yaitu menelaan t=gegala
pekerjaam imam, mengsnai pentabdiran negara, penggu
hnaan kekuasaan dan pengangkatan pegawai, agar dia ti-

dak vertindak sendiri seperti imam,

LAl |



- Hal yang khusus dengan imam, yaitu memperhatikan sega
la pekerjaan wasir dalam hal pengurusan negara,luntux
dipastikan apakah pekerjaan wazir iftu benar atau ti-
dak, xKarena pengurusan umat telan diserankan kepada
nya, berhasil atau tidak, tergantung pada ijtihadnga,

( Abu Hasan Al-Mawardi, 1973 : 24 ).
2. Wizarah Tanfidz

Yaitu perantara antara imam dengaa rakyatl yang menunai-
kan apa yang disuruh, menjalankan apa yang telah dise
but, melaksanakan apa yang telan ditetapgkan,nengumumkan
pengangkatan para gubernur, mempersiapkan tentara dan
menyampaikan kepada imam masalah baru yang penting,agar
dia dapat menyelesaikannya sesuai dengan pendapat imam,

( Abu Hasan Al-Mawardi, 1975 : 26 Ja

Dengan demikian jelas bahwa hukum yang dibebankan Kepa-
da wazir ini lebih ringan dan syarat-syratnya lebih se
dikit, Karena pandangannya terbatas pada pendapat dan
pentabdiran imam. Dia hanya pembantu imam belaka dan ti

dak mempunyai kekuasaan sendiri atas pekerjaan itu,

Selanjutnya Abu Hasan Al-Mawardi menjelaskan perbe-

daan antara kedua bentuk wizarah tersebut

1. Wazir Tafwidz boleh langsung mengadili perkara ~odgngan
bertindak sebagai hakim, demikian pula mengurus langsu-

ng pengadilan banding ( madlalim ) dan hal-hal ini ti-
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dak boleh bagi wazir Tanfidh,

Wazir Tafwidh bolen bertindak sendiri untuk -mepgangkat
para gubernur, seaangkan wazir tanfidh tiddk boleh ber-

buat demikian,

Wazir Tafwidh boleh bertindak langsung mengirim pasukan

kemedan perang, bahkan memimpin peperangan, sedangkan

wazir tanfidz tidak boleh berbuat demikian,

Wazir Tafwidh boleh langsung mengeluarkan uang dari bai
tul meal serta mengambil yang menjadi haknya, dan menye
rahkan apa yang wajib diserahkannya, dan hak yang demi-
kian tidak ada pada wazir tanfidh, ( Abu Hasan). Al-

Mawardi, 1973 : 27 ).

Dalam hal pembuatan Undang-undang, dalam negara Is-

lam juga mengenal adanya pembagian kekuasaan, s~mbegbagian

ini disebabkan adanya dua sifat perundang-undangan + dalam

negara Islam yang menuntut adanya pembagian kekuasaan ten=

tang siapa yang berkuasa membuat perundang-undangan ter=-

sebut, yaitu :

1. Tasyri'at Tanfidziyah { undang-undang pelaksaan ),
Yaitu undang-undang yang sifatnya menjamin terlak-
Bananya nash syari'at Islam. Kekuasaan pemvuatan
undang=-undang ini dipegang oleh khalifan sendiri,
karena pada hakekatnya adalah pekerjaan yang sifat-

nya pelaksaan, sekalipun bentuknya perundang-undang

>
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2. Tasyri'at Tandhimiyah ( undang-undang kemasyaga=-
rakatan ),
Yaitu undang-undang Yang sifatnya mengatur masya-
rakat, melindungi dan menjamin hajét kebutuhananya -
yang harus didasarkan atas prinsip-prinsip sya'riat
umus. Perundang-undangan ini hanya boleh dibuat da-
lam hal<hal dimana syari'at tidak bicars «_ -apg=apa
tentangnya dan tidak ada pula nash-nasn kausus, ke-
kuasaan pembuatan undang~undang ini dipegany oleh
khalifah bersama-sama Syura, dalam batas-batas mu-
Syawarah yang telah diteirangkan olen syara', ( A.

Hasjmi, 1984 : 247 ).

D. Prinsip-prinsip Pembagian Kekuasaan Negara menu-

rut: - Islam

Setelah kita membahas secara gamblang tentang pem-
bagian kekuasaan negara menurut . Islam, maka akan mun-
cul suatu pertanyaan bagaimana prinsip-prinsip pemvagian
kekuasaan negara .menurut - Islam tersebut, khususnya
masalah prinsip-prinsip Sultan lanfidziyan dan Sultan Tasy
ri'iyah. Karena qgngan mengetahui prinsip-prinsip Yang ada
dalam kedua kekuasaan tersebut akan dapat diketahui bagai-
mana sistem pemerintahan dalam - . Islam, Prinsip-prin-

8ip tersebut, garis besarnya adalah sebagai berikut

o2
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2,

Khalifah adalah kepala negara yang sekaligus kepala
pemerintahan. Dengan demikian pemegang kKekuasaan eks
ekutif adalah khalifah. Dalam kKedudukannya yang demi
kian itu maka khalifah herkewajiban untuk melaksana-
kan segala urusan negara dan bertanggung Jawab atas
segala yang diamanatkan Kepadanya baik kepada Tuhan
maupun xXepada umat yang ia pimpin melalui lembaga ya
ng berwenang untuk itu, Tanggung jawab yang demikian
bersifat mutlak bagi seoran; knalifah dalam suatu
negara lIslam baik yang sistem pemerintahannya meng-
gunakan gistem " wizarah tanfidh ", maupun yang me-
nggunakan sistem " wizarah tafwidh ", Hal ini dise-
babkan baik wizarah tanfidh maupun wizarah tafwidh
kedua~duanya sama-sama bertanggung jawab kepada kha-
lifah yang telah mengangkat merska dan kapan saja
boleh memecat mereka bila mereka telah L=mpnyelewgng
dari garis politik yang telah ditetapkannya, ( A.
Hasjmi, 1984 : 243 : A

Dalam mengemban tugasnya sebagai kKepala negara dan
kepala pemerintahan khalifah harus selalu merun-

dingkan ( musyawarah ) dengan ahlu ra'yi terhadap

Permasalahan-permasalahan yang timbul dalam pemerin- |

tahannya ubila dipandang hal ity perlu. Sehingga oto-
ritas kepala hegara dibatasi dengan perintah agar se
nantiasa bermusyawarah dalam menyelesaikan urusan

umat,



Allah berfirman :

e oy 2y

«+e.dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan

itu .¢.00( Al-Qur'an, 3 ; 109 ).

yang dimaksud " urusan " dalam ayat tersebut adalah
urusan yang berkenaan dengan hal-hal dunawiyah, se-
pertil urusan perang, urusan politik, ekonomi, kema-

syrakatan, dan lain-lain.

Khalifah memimpin langsung segala urusan yang ' Tada,
termasuk sultah tasyri'iyah ( kekuasaan penibuat un-
dang-undang ). Dalam hal kekuasaan pembuat undang
undang dalam bidang tasyri'at tanfidziyan, khalifah
punya hak penun, maksudnya tidak ada keharusan bagi-
nya untuk bermusyawarah dengan ahlu syura, Karena pa
da hakekatnya hal tersebut flanya merupakan pekerjaan
yang sifatnya pelaksanaan, sekalipun bentuknya per-
undang-undangan.

Sedangkan dalam hal kekuasaan pembuat undang- undang
dalaw bidang tasyri'at tandlimiyah, knalifah harus
bermusyawarah dengan ahlu syura dalam batas-batas mu
-8yawarah dan ikatan-ikatan yYang ada, Dalam hal ini
Abul 'A'la Al-Maududi menuturkan bahwa .- 'perkara -
perkara yang oleh Allah dan Rasul=Nya telah ditetap-
kan hukum-hukumnya dengan jelas atau telan ditetap-
kan batasan-batasan dan prinsip-prinsip dasarnya,ma-

ka badan legislatif ( Ahlu Syura ) dibolenhkan mem-
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buat penafsiran-penafsiran, perincian-perincian atau
menga jukan saran-saran untuk membuat kaillah~fdidah
peraturan-peraturan sampingan dan ikatan-ikatan Kou-
sus dalam melaksanakannya dan menjalankannya, Tapi
badan ini tidak 8iperbolehkan mengadakan suatu peno-
lakan ataupun pergantian, Adapun pPerkara-perkara ya-
ng oleh pemegang kekuasaan teériinggi ya'ni Allan,be-
lum ditetapkan hukum-hukumnya yang pasti atau belum
diletakkan dasar-dasar ataupun batasan-batasannya,ma
Ka badan legislatif ini diperbolenkan membuat undang
undang yang sesuai dengan ruh Islam serta prinsip-
prinsipnya yang umum, sebab tidak adanya Ketentuan
dari sang pembuar Syara' yaitu.Allah mengenai perka-
ra~perkara itu, Hal ini enungukkan bahwa Allan te-
lan menyerahkan kepada kebijaksanaan kaum muslimin

yang benar. ( Abul A'la Al-Maududi, 1993 : 74 ).

Dalam tafsirnya terhadap surat An-Nisa! ayat,59 ya-

itu ﬁ’

N, b's o il Lo L bt bl
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"O ‘ o ." bed '.!' L3
.Jﬁupia‘,4>;£4y>ubﬂ={;a§l;1g§[9-tuﬂlp.;4,~:5¢f,;,r:;l
Hai orang=-orang yang beriman, ta'atilan Allah Z=rndan
ta'atilah Rasul-Nya, dan ulil amri di antara ~-kamu,
kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesu-
atu, maka kembalikanlah ia kepada Allah ( Al-qur'and
dan Rasul ( sunnahnya ), jika kamu benar-benar beri-
man kepada Allah den hari kemudian, Yang demikian

itu lebih utama ( bagimu ) dan lebih baik akibat
nya.( Al-Qur'an, 4 : 59 ),

Ahmad Musthafa Al-Maraghi menyebutkan : Apabila



tidak ada nasn terhadap suatu hukum di dalam
Al-Kitab dan As-Sunnah, maka ulil amri bermusya-

warah tentang hal tersebut, karena mereka yang

dipercaya untuk memusyawarahkan hal terseput,
Apabila mereka Sepakat dan verijma! maka
beramal terhadap hal Yang dététapian tadi

hukuaunye wajib, ( Ahwnad Mustnafa Al-Maragni 'V ,

tt. R 4

E. Pemerintanan flasa Rasulullah saw

Pembahasan ltentang wasalah bewerintahan dalam
Islam tidak dapat dilepaskan dengan pewbahasan masalah
pemerintanan dimasa nasulullan, Karena Rasulullan-
lau yang pertama kali mendirikan Sekaligus mempentuk
bpemerintahan lslam, &esudan hijrahnya bheliau dari

Makkah ke Madingh,

Sebenarnya Pewerintanan lglam yang ' pertauma
didirikasu oleh Rasulullah gaw tersebut berawal dari
suatu kejadian yang sederhana, namun akhirnya aenjadi
tidak kesil awal lahirnya era baru begi Islam dan
Juga bagi dunia, yaity Perjuwpaan Rasulullgh di Aga-
bah Ming dengan Orang dari suku Yagrib, yang datang
ke Makkah untuk Benunsikan ibadah haji, Dan kepada

moreka didakwakan Islam dan mereka menerimg,



Sekembali merexa ke Yasrib, dikembangkandah Islam gi

Sana dan van,ak penduduk Yasrib yang masuk Islau.

Tahun berikutnya, datanglan dua belas oramg
pria lagi dari Yasrib dan berjuwpa lagi dengan Rasul-
lullan saw ai Agabah. Merekapun wmasuk Islam. Bersama
Sama merexa Rasulullau mengirim Mas'ab bin Umair untuk
mempersiapsan wental dan f{isik Yaarib wen jadi Harkas

besar uwat Lslam,

Pada musim haji berikutnya, datanglahn dari
Yasrio ke Makkan 70 orang muslimin aan wusyrikin

lagi untuk mengumpai Rasulullab,

Pada waktu tengah wmalam Sunyl, mereka berkumpul
di Jabal Ayaban, diantars werexa terdapat dua. orang
wanita, yaitu Nasitab vinti Ka'ab ( Umi Umarah ) dan
Asma' pintl Amr bin Ady, Rasulullan dengan ditemani
oleh pamannya Al-Abbas ( waktu itu belum Lslauw, tapi
pergi untuk wenetramskan hati KeuenaxKannya ) datamg

menjumpal mereka,

Dalam pertemuan politik yang penting itu, Kasul
ullah bersabda : " Saya meminta ikrar saudara-saudara,
agar memvela saya seperti saudara-sauaara membela
isteri dan anak saudara-saudara sendiri L Dengan

serentax mereka berikrar, Demi Allsh Kaml akan mewsbela
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éngkau ya rasulullah, seperti naluya kami mewmvela anak
ansk dan isteri kami sendiri, Sesungguhnya kami adalan

pehlawan-pahlawan yang selalu siap liempersunakan senja

ta, Setelah ity Rasulullah melantik qus belas Loranyg
diantara wereka untuk menjadl pewimpin dan perwira;
tiga dari suku Kha)raj dan sembilan uari Suku Aus.,

Hal ini erupakan langkah nyata membentuk KeKuatan fi-

Sik di luarxr lakkan,

Tidak berapa lama setelan terjaul peristiwa
yang bersejaral itw, waka Rasulullan bersama sahabat-

nya yang setia Abu Bakar nigjran ke Yasrip,

Higrahnya beliau ke Yasrib berarti Derkumpulnya
pangliug tertinggi dengan para rerwira dan pasukannya,
dan disaat itu pulalah dinyatakan berdirinya Daulan
Islamiyan | fiegara lslaw ) yang waktu itu wasih dipa-
Kal istilan " umat lslam "o peristiwa yang mana
penting itu, aitetapkan menjadi tarikn tahun L} gran,
Dan dengan tetapnya Rasulullan di Yasrib yang xKemudian
Nnamanya diubah menjadi Madinah ", maka lanirlan un-
Sur kekuatan ( sultahp ) Yang berpusat pada dirinya

yang mulia. ( A. Hesjmi, 1984 46 ).,

Setelan laulah lslamiyan uiproulamirxan, maka
Rasul sebagai Kepala negara mengambil suatu langkan

POolitik yang sangat penting, yaitu mengikat suatu

H



Perjanjian antara kaum muslimin disatu Piinax dengan
Kaum yahusi dan musrikin Madinah di Pilhak lain, Kejadi
an tersebut lebih dikenal dengan istilah - Pilagam
Madinah " yang isinya secara garis besarnya adalah
mengatu: kehidupan dan hubungan antara Komunltas-komu=-
nitas yang merupakan Komponen-komponen masyarskat yang
Majewmuk di Madinah. ( H. Munawir Sjadzali, Ma, 1990

10 ).

Demikianlah sedikit uraian Be jaran lahirnya
Daulan Islamiyah, waka 8elanjutuya bagaimanag rasul-

ullah wemegang bemerintahan,

Dalam " Al Dustur al Madinan menyatakan bahwa
8eseurang yang merexa tentukan sebagal kepala peuwerin-
tabhan, yaitu Rasulullsh Baw. Penetapan seperti itu
berxali-kali diseobutkan dalaw dokumen tersebut. Migal«
nya jika terjadi perselisihan pendapat tentang masalan
8esuatu, waka harus dikembalikan Kepada Allab dan
Muhammad saw. Jika terjadi wasalan antara Pihak- pihak
yang terkait dalam perjangian itu ( dapat disebutkan
aisini antara klan-klan dan suku-suku dan kabilage
kabilah ) yang mengakibatkan adanya kemunduran dalam
hubungan, maxa harus dikembalikan penyelesaiannya ber-
dasrkan ajaran Allah dan tuntunan Rasulullan, ( Mon,

S. El wa, 1983 : 40 ).



Preses xetika Rasulullan diangkat menjadi
Kepala pemerintahan Mohammad 5. El1 Wa mengatakan,keti-

Ka Rasulullah hi,rah berssma pengikutinya ke HMadinah

memang didahului oleh 2 kali bai'an. Pertsma Kali
Rasulullau vertemu aengan 12 orang lMadinah, uerexKa
meényatakan tunduk dan patuh Kepada agama lIsglam yaug
dibawah HRasulullah, ¥altu tundux kepada Allan, Juga

besedia menerima standart moralitas baru yang merupa-
Kan dasar adanys Macyarakal yang wulia, Bai'an Kedua,
terjadi setanun xemudign, Peristiea itu terjadi pada
musim naji. Rasulullal bertemu dengan 73 penduduk
Madinan, laki-laki dan 2 perempuan. Disamping isi pa.8

ahnya seperti yaig pertama ditamban Juga ketaatau mere

kKa untuk membantu perdamaian dan Kes.i.apan merexka
berperang welawan musun-~-musun yang lebin danulu
memerangi agama Islam dan pemerintahar yaiig aKan
dibentuk xemudian. Dal'ah ditu termasuk Juga Ketaatan

mereka terhadap kebenaran. ( 19635 : 33 ).

Bai'an itu penting dari sudut pandangan poli-
tik. Suatu kenyataau bahwa nijran Rasulullah beserta
pengikutnya ke Madinan, merupakau akibat aari dua
bai'ah itu, karena itu, dari segi sejaran Islam, kedua
bai'ah itu juga merupakan pondasi munculnya pemerinta-

tan lslam. ( Mohammad, S. El Wa, 1983 : 33 ).
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lonu Knaldum menganggap bay'ah sebagai sumpah
Kepatlunan rakyat kepada penguasa. Sebetulnya bay'an
melambangkan serah terima kekuassan rakyat kepada imam
lalu iwaw berjan, i akan melaxsanakan hukum Islam dan
memenuni narepan-narapan rakyat. Menurut asai Katanya,
kata xerja bay'an mehgungkapkan tindakan yang dilaku -
Kan kedua velah pinak, yang menghasilkan kewa jiban

timbal valik. ( Mumtaz Abhmad, 1995 : 82 ),

Meweberikan komentar tentang bay'ah, Abu Ya'la
mengatakan banwangatayérsebut diberikan dengan syarat
imam melakganakan keadilan dan memenuhi tanggung Jjawab
jabatannya. Maka, bay'ah bukanlah hanya kewajiban rak-
yat untuxk wmematuhi penguasa, melainkan Juga syarate
syarat rakyat untuk patuh. Segera setelahb penguasa

menerima persyaratan-persyaratan dari rakyat, maka hal

itu menjadi Kewajibannya. Lebih lanjut, Abu Ya'la
menekankan banwa landasan kontrak tersebut adalah
ungkapan Kepussan rakyal yang wmemberi bay‘'an, . baik

dalam Kata-kata maupun dalam bentuk lain. ( Mumtaz Ah-

wad, 1993 : 82 ).

ibnu laimiyah menegaskan bahwa kekuasaan pengua
Sa méerupakan tanggung jawab yang narus dipenuhi dengan
baik menurut pendapatnya, sama dengan tanggung Jjawab

guru pembimbing anak yatiu, walli opaitul wmaui, dan
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agen ( pengacara ). Penguasa harus mengurusi raiyat-
-hya, seperti yang dilakukan pengembala kepada gembalan
nya. Penguasa disewa rakyatnya agar bekerya untuk
kepentingan merekauvaJdadi, kontrak mencerminkan tugas
mewbiwbing, vekerja aan agen sekaligus, baga¢manapun
Juga, nLax rakyat berada didepan., lbnu Talwmiyan meuggam
barkan kewa,ivau timbal bali. kedua belan pilak sedemi
kian seulngga menjadikan perjanglan sebagai ventuk
Kemitraan. dal tersebut melukiskan nak dan Kewa jlvan
kedua belah piunak secars seimvang, karena rakyat bisa
Saga Lerpancangan dangkal atau pasift, yang menuntut
hak-nsknya tanpa melaksanakan ltanggung Jjawabuya. ( Mum

taz Aumad, 19935 : &2 4.

Dari seterangan dan bendapat-pendapatl di atas,

dapat ultaris Suatu kesiwpulan vauwa Nabl Munamumad
Saw @enjabal selagal Peuiegany kerxuasasu pemerintanun
atas dasar vay'ash wari rakyat, yang, mewpunys: arti
SUulpan Kepatlulau rakyat kepaua peluguasa. Agiiualan
penguasa veryangi akan melaksanakan nukwa Islaw dan
memenunl nerapan-harapan Takyat, nak rakyat verada
di depan aan antara Keduanya uerupakan oentuk Keml-
traan.

Di aalaw wmenjalankan roda pemeriutanan, Rasul=-

ullan divantu oleu Deverapa sauavatnya., Diantaranya
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ada tiga sahaoat besar yang disebut-sebut olen Jumnur
ulawa' sBevagai Orang yang pernan dioeri KeKuasaan

untuk menetapkan hukum d1 saat Rasul masin aidup,

Di antara para Ulama!' Ltu ada yang mengatakan:
Rasuluiiau saw telan welimpahxan KeKuaasaan untuk
menetapkan nuxkum Kepada Umar Ibn al-Khattap, Ali fain
Abl Thalib, dan mu'at bin Jabal., ( Ali Abdur Razigq,

1985 : 63 ).

Tentang Ali Bin Aupi Thalio, Rasul telah mengang
Kat sevaga. wakil beliau unguk Yaman agar menetapkan
hukum di sana, Saat itu Alil masin remagja, Abu Dawud

meriwayatken dari Ali bin Abi Thalib, Ali berkata :

Rasulullan mengutusku jadi hakim di Yaman, sedangkan
aku waktu itu masih muda dap belum begitu Kenal
selux veluk Bemutuskan suatu huwum, Maka saat itu

Rasul pun verkata : Allah akan memberi Petlunjux kepada
MU, weina jamkan UCapanmu. Dan bila dlajukan Kepadamu
Suatu perkara yang dipersengketakan olen dua orang,
Waka janganlah Sekali-kali engkau memutuskan Perkara
1tu sebelunm mendeugar pengaduan pihak yaug lain, sebasp
volen jadi dialah yang akan memouat jelas hukum apa
yang mestili engkau putuskan. Dan 8ejax saat itulah aku
menjaai nakiw di Yaman tanpa perasaaun ragu sedikitpun,

( Ali Abdur Raziy, 1985 ; ¢4 )



Begitu juga Mu'adz bin Jabal dikirim olen
Rasulullah sebagai penguasa di Al-Janad, bagian dari
Yamau, untuk wengajarkan Al%Qur'an dan syari'at
Islau, serta mengampil keputusan berbagai <eputusan
yang merexa persengketaxan, Selain itu, ia Jugda Lertu-
838 melgawdll zaxat dari para Pegawal yang berada di
wilayau Yawantselirunnya. ( ibit : 66 J. Begitu juga

Rasul wenyuruh Umar bin khattao,

Dan uvalam hal ini Rasulullah tidak pernal seka-

lipun mempergunakau istilan " wazir " kKecualii dengan
arti : seorang pemn.ntu Kepala negara dalam wenjalan-
Kan tugasnya. Rasul.antara lain verkata : Apabpila
Allah verkeuendak baik ternadap georang Awir,

niscaya ia memberinya seorany wazir yang wengingatkan-
nya disaat ia lupa, dan apabila ia bertindak benaar
wazir itu wewventunya., Namun viia Allan uenghnenuaxki se
lain itu, ia akan emuerinya waz.r jaug Ja8uat, vila ia
keliru wazir itu tidak mengingatkannya, dan Dila 11
bertindak benar, ia tidak wembantunya., ( Moh. asad,

1985 : 112-113 ),

Dari uraian-uraian diatas, dapat dikatakan oah-
wa pembantu-pembantu Rasulullan itu vertangguug Jawab
pada Rasulullan, dalam arti pembentu-peumbantu 1tu

diangkat dan divernentikan vleu Rasuliulian,



F. Pemerintahan Masa Knakiifah Ar-Rasyidin

Prinsip-prinspi dasar pemerintanan yang menjaai
tumpuhan dan aran sistem pemerintanan lslam pada masa
rRasulullan saw, Sepeninggald beliau dlgjadikan pedowan
dalam penyelenggaraan peuerintanan olen pars knalifah
( pengganti ) beliau. Umat Islam wenyebut para
khalitan pengganti Rasulullan tersebut dengan sebutan
khulafa Ar-Rasyidin, yaltu para khalifan yang adil dan

benar. { Apul A8la Al-Maududi, 1993 : 111 ).

Sebutan terhaaap para knalifah yang demikian
adalah layak, karena memang qalam penyelemggaraan peae
rintahan para khalifah tersebut selalu mengacu pada
dasar dan prinsip-prinsip pemerintahan yang dicontoh-
kan ol.h Resulullah. Dan liemang para khalifah tersebut
adalau sahabat utama Rasulullan dan tahu persis apa
yanyg telah dicontohkan oleh Rasu.ullsh ternadap mereka

disaat Rasuliullan lemegang Kepala pemeriuntanan.

Setelah sepeninggal Rasulullah, beliau tidak
menunyuk salan seorang penggantinya atau mewasiatkan
terhadap hal tersebut. Namun para tokou masyarakat
kaum muslimin mengetanul benar bahwa Islam menuntut

adanya kekhilafaan yanyg didasarsan atas Musyawarsn,

Adapun cara pengangkatan khalifan pada masa itu



pun bermacam-macam, hal ini disebabkan Karena Rasul-
ullan tidak Wenunjuk atau mewasiatxan Jabatan secara
langsung seveluu beliau meninggal, juga tidax menun-
JUKKan cara-cara pengangkatan xhaliran tersebut,
beliau nanya meninggalkan prﬁnslp-pr&nsip yang uarus
dipegang oleh para penerusnya yaitu Wusyawaran dalam

wenentukan masalan Kepeutingan umat,

Langkan Rasulullan ini mempunyali pengertian Ja-
Ng sangat luas kKarena andal saja Rasulullan memilih
Penggantinys maka wajib bagi para kauu wuslim@dn untuk
eneriwanya sebagai Knalifan walaupun mungkin ada
berasaan berat. Begitu Juga andal saya Rasulul lgh He-
nentukan suatu carca Wemilin khalifah maka cara terseb-
ut men jadi salu=-satunya cara Pemilinan knal.fan bagi
kaum muslimip Sepanjang, masa, walaupun cara Lersebut
Sudan tidak relevan dengan situssi dan £Londisi yang
ada, namun mengingat hal terseuvut diajarkan olen rRasul
ullah waka Ultalnya narus Welganggap hal lerseout

sebagai salah saty risalah yang beligu bawa .

Menurut pendapat Dr, M. Amin Rais, vahwa
S8yari'at Islam tidak berbicara wendetail tentang nal-
nal tersevut namun Lemberikan nilai politik atau
prinsip-prinsiy konstitusional teutany semua nal yang

menyangkut Kelegaraan agar umat lslam secarg cerdas



dan kreatif dapat merumuskan keperluan-keperluannya se
8ual denyan perkembangan zaman., ( Ur. M, Amin Rais,

1987 : 56 ).

Secara garis bessrnya pengangkatan khalifah pa-
da waktu itu adsalah SeDagad, berixut + Y Khalitah
pertama, Abu Bakar dipilih oleh Kepala-kepala Muha jir
dan Ansuar yang hadir di Madinan diwaktu Rasulullah
telah meninggal dunia, diwaktu is telah hawpir mening-
g8l dunia pula, dicalonikan Umar sebagai .Penggantipya,
dan pil.ihannya itu diterima oleh mesyarakat, Ratifika-
8i dalaw percara ini, sama dengan pemilihan, Tatkala
Umar akan weninggal dicalonkannya satu badan pewiliip
yang terairi uari enam Orang para sanabat yang
terkemuka dan liempercayakan kepada mereka untuk memi-
lih gantinya dalam kalangan mereka, Pilihan mereshiituy
Jatuu pada usman yang telah diakui Hlasyarakat secagai
gantinya yang berhak, Sesudah Usman meninggal pila,
Ali diproklamirkan menjadi amirul mu'minin : oleh
segoelongan manusia di Hasjid Nabi, dan masyarakat wake
tu itu menerima pula proklamasi tersebuty ( Mohammad

Asad, tt : 17 ),

Untulk lebih Jelasnya mengenai pemerintansan masa
khulafa Ar-Rasyidin ini, maka perlu adanya pPenjelasan

tentang bagaimana sistem pbeumerintahan pada saat itu,



khususnya sosialisasi dari kexuasaan eksekutif dan

KekKuasaan legislatil, serta hubungan antara keduanya ;
1. Kexuasaan Exksexutif

Pada masa pemerintiahan Kulata Ar-Rasyidin, keku
agaan exsexutif dipegang oleh kalifan, Hal ini tawpak
Jelas dalam sejaran banwa beliau berkeduduxan sebagai
kepala negura Sekaligus sebagai Kepal pewerintahan, da
lam urusan heilegaraan nawpak betul Keterlibatan merexa

didalennya,

ﬂébaium Wmembicarakan masalah bay'an  Bepddu
Khalitak, teriebin Gahulu mewbicarakan badan yang
lempunyal otoritas untuk wemvay'ah Knulafagr Rasyidinn
Yallu suatu badan atauy lewbaga yang uinamakan v ahlul

hilli wal agdi " ( majelis Peruusyawaratan ),

Perlu diketahui bahwa lemvaga diatas Lidak

vegitu asa a ada tapi melalui Leberapa pPruses, dimana

Khalafaur Hasyidin belum terdapat lembaga legisalacir

dalam arti yang modern., Namun sama 8ekall tidaxk diragu
Kan banwa para Knalifah yang mulia itu, tidax segan-
segan me&intax pertiwbangan paras toxon masyarasat dan
mengajak merexa bermusyawarah dalam perscalan penting

Yaug dinadapi negara. ( Moh, Asad, 1985 : g6 ),
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Ini terbukta di ssat khalifah yang pertama "Abu
Bakar " merasa tidek terikat kewajiban membentiuxk wmaje-
lis permusyawaratan, karena edanya salah satu ayat
dalam surat As-Syura itu akan wembantunya memscahkan
berbagai persoalan yang dinadapinya, maka seeara
instinktii tergeraxlah hatinya untuk memanfaatkan sua-
tu lembaga yang merupakan tradigl masyarakat Arab masa
lalu yang tidak bertentangan dengan syari'at Islam,
yaitu suatu lembaga yang memberi wewenang £epada
pimpinan kablilahl untuk mengemukaikan pendapatnya.Karena
itu aapat dipastican banwa anggota lembaga tersevut
terdiri dari para pemimpin suku dan orang-orang terke-

muka di negeri itu. ( MohA: 4s%d, 1985 : 97-98 ).

Yang perlu dilakukan olen khalitah nanyalah
mengundang para sahapcat besar dan para pemimpin kabi-
lah 1tu untuk berembuk bersamapya, dan inilah bentuk
" majells permusyawaratan * yang beliau inginkan. Ken-
datipun demikian, sifat refresensatif majelis ini
sedikitpun tidak kalah dengen majelis permuéyawaratann
yang dibentuk melak&i pemilihan uwuw. ( ibid, 99 3 dan
inilah yang disebut dengan " ahl al-hal. wa aqd ". (Ab~-
ul A¢la al-Maududi, 199%.: -89 ).

Sumber-sumber sejarah meriwayatkan Lahwa empat

Khalifah pertawma, seLulah wmunerima bay'ah dari ahl
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al-ikntiar atau aul al hall wa al ayd, wenghadiri per-
{emuan wwuum di wasgid di wana umal wewberikan bay'an

kepada mereka. ( Mumtaz Anmad, 1993 : 94 ).

Dijelaskan pula olen Abul A'la al Maududi dalam
bukunya " khilafan dan kerajaan ", memgatakan : Umar
bin Khattab telan mencalonkan Abu Bakar untuk mendudu=-
ki jabatan khalifah wenggantikan kedudukan Nabl saw .
Dan penduduk kota Maainah, yang pada hakekatnya werupa
kan wakil-wakil negeri secara keselurunan, telan
menerimanya dengan baik, mereka itu telan membay'atnya
dengan suka rela dan atas dasa&r pilinan werexa, tanpa
paksaan ataupun tekanan. Dan ketika Abu Bakar mening -
gal, ia wewaslatkan khalifan kepada Umar, dengan
menguwpulgan penduauk di masjiua NabLi saw Kemud.iran
mereka Lerksta Kepaua mereka : Apakan kalian meuyetujul
orang yaus kutunjuk untuk menggantikan kedudukanusu
sepeninggalku Y sesunggunnya aku dewi Allah, telah
bersunggun-sunggun berdaya upaya wguwiklIxKan Lentang
aal ini, dan aku tidak mengangkatl sanak Keluargaku
tapi aku telah wmenunypk Umar scbagal pengganlixu, maka
dengarkanlah dan taatiah kepadasu. Orang banyaxpun
berkata " Sami'na wa atha'na " ( kami uengar dan Kkami

taat ) ( 1992 : 112 ).

Dalsm masalan pay'an Ibn Knadun wengatanan
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banwa bay'ah melawvangkan serau terima KeKuasaan Iok-
yat kepada i1mam, lau imem beryanji akan .. melaksanakan
nukum isalam dan wewenunl harapan-narapen rakyat,
Abu Ya'la wengatakan banwa hal terseout diverikan de~-
ngan syarat imam melaksanaxan keadilan aan memenuni

tanggung jawab jabatannya. ( Mumtaz Ahmaa, 1993 : 82).

Ini sesuai sekali dengan pidato Umar bin Khatabd
dihadapan Majelis musyaswarah, tentang politix knilaian
yang berxkenaan dengan permusyawaratan; katanya " aku
tidak e&kan mengumpulkan kalisn mselalnkan agar kamu
dapét bersama-gama wemikul amanat yang ol dipikulken
kepadaku dalem urusanmu., ( Abul A'la al Mauduwdi, 1992

116 )

bari keterangan-keterengan diatas dapab diambil

suatu penjelasan baawa keempat xhalifah berkedudukan

sebageli pemegang xKekuasasn eksekutif atau nemegang
Jabatan khalifah meneriwa bay'an dus kali, | yang
pertama, dari ahl al hall wa al-aqd, dan yang kedua

menerima bay'an dari umst, yang memppnyai arti bahwa

suupah kepatuuan rakyat kepada imam kKemudian imam
berjengji akan melaksanakan hukum lslaum dan wemenuni
haragan-harapan rakyat, maks dapat dikataken pula
bakwa khalifan mempunyal wandat uari anl hall wa al

aqd ( wakil-wakil rakyat ) untuk melaksanakan harapan-
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narapan rawxya s

7, khenuisaan hegislaotaf

Puds Wuva pemerindafaly:aulafa sr-Rasyidin, Un-

dutg~unuang yay dipellahik:t adalin  Seswal dengan
Al-Qurtan dan sunmon Rasudullob, Basun mengingat

permacslathan SeUsSRLY bunysk yang timbul, weka xsevutu-
Lab akan pepundang-undaangan terus Lerjalan bahkan
senurin @ungyak, Hal ini menuntut untux diciptasannya
Undang-undan,; tentang nal-nal yang tidax ada setentuan
dengan Jelas dslam nash, Dalan rangaa wembuat Undang-
undan.: tersebub, Kunalifsh selalu menggunakan prinsip

UGy dwWa TRl g

D osoamon hholilfan pertawa,  Abu Bawkar dalam

WCHE L R gl Y wWo ek balnadum ® Jultu
dengan wenpdiyal ggba AUWatl yalll akaln . cinbantburya un-
baw mensutur peserintanan, dengsn hasral yanyg penuh

cobal il mepada peraturan-peraturan yang telah ditorimas
Luig olen sdat istiauat waman lawpau dan tidak pernah
dibsntag oleh sysri'an, ysitu rapat dari kepalu-kepala

Blald o pemnd

pin-pemimpin geluarga (  HMuhammg

s
v

sl ntaannya pade snat itu ad
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Kian, masyarakat sexaligus memelinara organisasi-
organisasi suku atau keluarga serta wmenghormati para
pemimpin-pemimpinmere<a. bDan pemimpin-pemimpin ugrekxa
mempunyal kexuusaan berbicara daun bertindak atas nama

golongan yan, werexka wakili,

Prinsip musyawarau ini 'akuirnya tetap dipegang
dan dipertasankan oleu para knalilah sesudali Abu Baxar
dalam rangka menetapkan suatu pendapat yang tidak..aua
nashnya dalam Al-Qur'an dan sunnan Rasulullah, afau
ada nasi nawun masih diragukan dan aknirnya men jaai
sumber nukum baru yang dipraxtekkan setelan Rasulullah

saw uweninggal dunia,
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